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Saat harga minyak goreng sawit melonjak sgjak akhir tahun 2021 hingga kuartal | tahun 2022, pemerintah
menginformasikan kepada publik bahwa kenaikan yang terjadi disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan
baku. Namun, hal itu menimbulkan kontroversi mengingat |ndonesia merupakan produsen kelapa sawit
terbesar di dunia. Fenomena kenaikan harga yang kemudian diikuti dengan kondisi kelangkaan di
masyarakat menimbulkan kecurigaan KPPU bahwatelah terjadi praktik anti persaingan. Penelitian ini
membahas indikasi persaingan usaha tidak sehat dan kontribusi kebijakan pemerintah dalam peristiwa
kenaikan harga. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 5 dan Pasal 19 huruf ¢ UU No.5 Tahun
1999 yang digunakan oleh KPPU dalam proses penegakan hukum persaingan usaha, serta kontribusi dari
kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama periode kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng.
Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan menggunakan wawancara dari lembaga terkait untuk
memperoleh informas penelitian. Adapun hasil penelitan penulisialah pasar minyak goreng kemasan dan
curah merupakan pasar yang berbeda. Penegakan hukum dapat tetap dilanjutkan dengan 2 (dua) opsi, yakni
membedakan pembuktiannya atau hanya membuktikan pelanggaran pada pasar minyak goreng kemasan
karena seluruh terlapor memproduksi minyak goreng kemasan dan tidak untuk minyak goreng curah. Pasal 5
tentang penetapan harga dapat terbukti meski perjanjian secaratertulis sulit dibuktikan oleh investigator.
Investigator dapat menggunakan bukti tidak langsung yang didukung dengan analisis plus factor untuk
menghasilkan alat bukti petunjuk. Kemudian, unsur Pasal 19 huruf c tidak terbukti karena pembatasan
peredaran minyak goreng tidak disertai dengan persyaratan untuk mendapatkan pasokan meski tindakan
tersebut merugikan konsumen. Di sisi lain, kebijakan pemerintah berupa DM O, DPO, dan HET memberikan
hambatan persaingan bagi pelaku usaha eksportir yang tidak memiliki sumber daya sawit sendiri serta
pedagang pasar yang tidak dapat memenuhi syarat administrasi dalam mengikuti kebijakan pemerintah
terkait penjualan minyak goreng.

...... When the price of palm cooking oil soared from the end of 2021 until the first quarter of 2022, the
government informed that the increase was caused by the rise in raw material prices. However, it caused
controversy considering that Indonesiais the largest palm oil producer in the world. The rising prices
followed by scarcity in the community raise the KPPU's suspicion that anti-competitive practices have
occurred. This study discusses indications of unfair business competition and the contribution of
government policies. The goal of this study isto examine Article 5 and Article 19 letter ¢ of Law No. 5 of
1999, which are used by the KPPU in the process of enforcing the law on business competition, as well as
the contribution of government policies issued during the period of rising cooking oil prices and scarcity.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920519644&lokasi=lokal

Thisresearch isjuridical normative and uses interviews from relevant institutions to obtain research
information. The study's findings show that the packaged and bulk cooking oil market is distinct. Law
enforcement can proceed with two options: distinguishing the evidence or demonstrating only the violation
of the packaged cooking oil market because all of the reported parties produce packaged cooking oil but not
all of them manufacture bulk cooking oil. Article 5 regarding price fixing can be proven, even though the
written agreement is difficult for investigators to prove. Investigators can generate clues by using
circumstantial evidence supported by plus-factor analysis. However, the element of Article 19 letter c is not
proven because the restriction on the circulation of palm cooking oil is not accompanied by a requirement to
obtain supplies, despite the fact that the action is detrimental to consumers. Government policiesin the form
of DMO, DPO, and HET, on the other hand, create competition barriers for exporters who do not have their
own palm oil resources and market traders who are unable to meet administrative requirementsin order to
comply with government policies.



